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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian 
Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah 
untuk meningkatkan kinerja satuan kerja agar menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah cerminan untuk dapat 
mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, 
maka dari itu pemerintah diharuskan menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas.
1
 
Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas 
dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan 
akuntabilitas tersebut. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan 
keuangan organisasi sektor publik.
2
 
Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah di dalam Surah Al-Anfal 
ayat 27 : 
                              3 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 
 
Didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, dari Abu Hurairah r.a yang menjelaskan wajibnya menunaikan 
amanah kepada pemiliknya : 
 
                                                             
1
 Mahmudah Lubis, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 
2018). 
2
 Mohamad Mahsun, dkk, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta : BPFE, 2007), hlm. 69. 
3
 QS. Al-Anfal Ayat 27. 
2 
 
 
 
 ََلاق  ُلْوُسَر  ِالل ىَّلَص  ُالل  ِهَْيلَع  َمَّلَسَو  : ََّدأ  ََةناََملأا َىِلإ  ِنَم ،ََكنََمتْئا  َلَو  ْنَُخت  ْنَم  ََكناَخ  
 “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah amanah 
kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah 
kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. 
Abu Dawud : 3/290 No. 3535) 
 
Kandungan ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 
memerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga 
amanah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa. Firman 
Allah SWT dalam ayat dan hadis tersebut mencakup pengertian amanah 
dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua 
sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi 
keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal 
pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut berupa sikap 
amanah/tanggungjawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) 
kepada publik terhadap sistem pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan 
keuangan kementerian agama (LKKA). Dengan berdasar pada ayat tersebut, 
lembaga pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada 
publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintah pusat 
maupun di daerah.
4
 
Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 menandai 
berakhirnya era PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama. PP 
Nomor 71 Tahun 2010 merupakan hasil kerja keras Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan (KSAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 10 
pasal, dan 2 (dua) lampiran. Lampiran I menguraikan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual yang akan ditetapkan paling lambat 4 
(empat) tahun semenjak PP Nomor 71 Tahun 2010 ini ditetapkan. Hal ini 
                                                             
4
 Rashwan Zuhudy Rafid, Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan 
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada 
Pemerintahan Kabupaten Bone), Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016). 
3 
 
 
 
ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama paling lambat 
mulai tahun anggaran 2015.
5
 
SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP 
Berbasis Akrual akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan 
keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, SAP 
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 
Penerapan SAP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen 
keuangan pemerintah yang lebih baik sehingga laporan keuangan yang 
dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik.
6
 
Informasi keuangan harus dapat digunakan untuk kepentingan 
eksternal maupun internal. Untuk memenuhi kepentingan eksternal, 
informasi keuangan merupakan bentuk transparasi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan, sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 
Sedangkan untuk kepentingan internal, informasi keuangan harus dapat 
digunakan untuk tujuan manajeria, antara lain untuk analisa, penilaian 
kinerja, dan pengambilan keputusan. Penyajian informasi secara akrual akan 
lebih mendukung pemanfaatan informasi keuangan untuk kepentingan 
manajerial tersebut.
7
 
Selain penerapan SAP Berbasis Akrual, penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan implementasi sistem 
pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 
                                                             
5
 Mahmudah Lubis, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 
2018). 
6
 Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 
2008. 
7
 “Bupati Banyumas : Penerapan SAP Akrual Perlu Keyakinan, Komitmen dan Kerja Tim”, 
https://monitor.co.id,  diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.59. 
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tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan sistem 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk bertanggungjawab dan 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance 
dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan 
informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
8
 
Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan 
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPIP yang didesain untuk 
dapat mengenali apakah SPIP telah memadai dan mampu mendeteksi 
adanya kelemahan. Kelemahan atas SPIP dikelompokkan atas tiga kategori 
berikut : (1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 
artinya kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan 
akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja artinya kelemahan 
pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan 
negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan 
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa; (3) kelemahan struktur 
pengendalian intern artinya kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya 
struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern 
yang ada dalam entitas yang diperiksa.
9
 
Berikut grafik komposisi permasalahan kelemahan SPI atas 
pemeriksaan LKKL tahun 2016 : 
 
                                                             
8
 Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yogyakarta : UPP 
STIM YKPN, 2012), hlm. 257. 
9
 Mahmudah Lubis, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 
2018). 
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Gambar 1.1 
Komposisi Permasalahan Kelemahan SPIP Atas Pemeriksaan LKKL 
Tahun 2016 
 
Sumber : https://www.bpk.go.id/ihps
10
 
 
Salah satu Kementerian/Lembaga Pemerintah yang menerapkan 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah yang bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan yang 
berkualitas adalah Kementerian Agama. Kemenag adalah kementerian yang 
memiliki satuan kerja terbanyak hingga mencapai tidak kurang dari 4.557 
satuan kerja. Sehingga, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada 
tahun 2015 membuat kemenag harus bekerja keras membenahi seluruh 
laporan keuangan. Selain koordinasi pusat dan daerah diperkuat dan 
diintensifkan, Kemenag juga mengangkat duta-duta akrual di seluruh satuan 
kerja, serta melakukan sejumlah upaya implementatif lainnya.
11
 
Pada Kementerian Agama, terdapat 4 kriteria Laporan Keuangan 
Kementerian Agama (LKKA) dalam pemberian opini BPK atas laporan 
keuangan untuk memperoleh opini terbaik. Pertama, apakah LKKA tersebut 
disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan atau tidak. Kedua, 
kecukupan pengungkapan, apakah seluruh transaksi diungkap dalam laporan 
                                                             
10
 “BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017”, https://www.bpk.go.id, 
diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29. 
11
 “Kementerian Agama Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Tahun 2016”, 
https://kemenag.go.id, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.59. 
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keuangan. Ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan Kemenag terhadap 
peraturan perundang-undangan dalam tata kelola keuangan. Keempat, 
bagaimana sistem pengendalian internal di Kemenag kuat atau tidak.
12
 
Berikut daftar tabel opini BPK atas LKKL Tahun 2012-2016 : 
Tabel 1.1  
Daftar Opini BPK atas LKKL Tahun 2012-2016 
 
    Sumber : https://www.bpk.go.id/ihps
13
 
 
Berdasarkan tabel  tersebut, dapat menunjukkan bahwa hasil laporan  
pemeriksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan 
Keuangan Kementerian Agama (LKKA) dari  tahun 2012-2014 berhasil 
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf 
Penjelasan (WTP-DPP), akan tetapi hasil pemeriksaan LKKA tahun 2015 
menurun menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini juga 
terjadi pada laporan keuangan Kementerian Agama Kab. Banyumas yang 
mengalami penurunan kualitas laporan keuangan dikarenakan mengalami 
kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Penyebab utama 
                                                             
12
 Siti Rahmayani, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, dan Rekonsiliasi Data Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja 
Kementerian Agama Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendendaharaan Negara Tebing Tinggi, 
Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018). 
13
 “BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017”, https://www.bpk.go.id, 
diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29. 
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menurunnya opini hasil audit BPK terhadap LKKA Tahun 2015 dan 
beberapa kendala-kendala penyusunan LKKA antara lain : 1) SDM 
penyusun Laporan Keuangan pada tingkat satker dan wilayah belum 
memadai, ditandai dengan banyak pegawai pada bagian akuntansi/keuangan 
yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. 2) disamping itu, sarana 
dan kemahiran menggunakan TI berupa komputer masih kurang dari segi 
jumlah dan kualitas. 3) penyajian Laporan Keuangan yang belum sesuai 
dengan SAP. 4) dan pengawasan keuangan yang lemah dan adanya ketidak 
patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1  tahun 2017 
kualitas LKKA tahun 2016 menunjukkan kenaikan opini WTP dibanding 
tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem 
pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan 
keuangan kementerian agama. Perbaikan sistem pengelolaan penyusunan 
laporan keuangan juga dilakukan pada Kementerian Agama Kab. Banyumas 
sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Walau 
demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan yang tidak sesuai ketentuan antara lain terdapat 
kesalah pengklasifikasian akun yang berpengaruh terhadap pengakuan dan 
penyajian laporan keuangan dan perbedaan saldo asset tetap antara Sistem 
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan SIMAK BMN yang 
belum dapat ditelusuri.
14
 
Satker Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dipilih sebagai 
lokasi penelitian karena Satker Kemenag Kab. Banyumas telah meraih 3 
Penghargaan dari KPPN Purwokerto. 3 Penghargaan Terbaik antara lain 
Pertama kategori ketepatan dan keakuratan Rekonsiliasi Data Laporan 
Keuangan Tahun Anggaran 2016, kategori Pengelolaan/Penyerapan Dana 
DIPA Tahun Anggaran 2016 2016 dengan Pagu Satker Diatas 5 Milyar, dan 
                                                             
14
 “BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017”, https://www.bpk.go.id,  
diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29. 
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kategori Ketepatan dan Akurasi Rencana Penarikan Dana Satuan Kerja 
Tahun Anggaran 2016.
15
 
Tabel 1.2  
Laporan Neraca Kas Kementerian Agama Kab. Banyumas Tahun 2016 
 
 
Dalam laporan neraca diatas, pengakuan biaya/belanja dilakukan pada 
saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, 
                                                             
15
 “Kemenag Banyumas Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan”, 
https://jateng2.kemenag.go.id, diakses Rabu 4 Juli 2018 pukul 10.10. 
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pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu 
juga. Kelemahan pada basis kas ini belum memberikan informasi kinerja 
secara utuh karena hanya memuat informasi kas masuk dan kas keluar, serta 
belum memotret pelaporan posisi asset, utang, ekuitas. 
Tabel 1.3 
Laporan Keuangan Neraca Akrual Kemenag Kab. Banyumas Tahun 
2016-2017 
 
 
Dalam laporan neraca dengan basis akrual diatas, lebih menunjukkan 
realitas (ekonomi/keuangan) yang ada, bahwa organisasi menikmati hasil 
pemeliharaan gedung meskipun belum terbayar, makanya dapat mengakui 
10 
 
 
 
utang dan beban, beban ini menyebabkan ekuitas (modal) menjadi 
berkurang. Realitas ekonomi inilah yang ditangkap dalam basis akrual 
sehingga pelaporan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, dan 
pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk 
melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan SAP Berbasis 
Akrual dan SPIP pada Laporan Keuangan karena penerapan SAP Berbasis 
Akrual memberikan manfaat informasi yang lebih transparan dan akuntabel 
mengenai sumber daya, kondisi keuangan, biaya layanan kepemerintahan, 
dan yang lebih penting meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi 
pengguna internal maupun eksternal. Sementara akuntansi berbasis kas 
hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan 
mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada 
kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa 
saat sekarang dan saat mendatang. Adapun penerapan SPIP wajib 
dilaksanakan pada setiap organisasi pemerintahan. Sistem pengendalian 
yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja pemerintahan 
secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas 
keuangan Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal inilah yang 
mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : 
 “Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2016-2017 (Studi 
Empiris Pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas) 
 
B. Definisi Operasional 
1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan 
pemerintah. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
11 
 
 
 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 
ditetapkan dalam APBN/APBD.
16
 
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah.
17
 
3. Kualitas Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk 
membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan 
ekonomi sehingga keputusan diambil bisa lebih berkualitas.
18
 
Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi 
standar akuntansi berlaku umum. Terdapat empat karakteristik kualitatif 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki yaitu : Relevan, Andal, Dapat Dipahami, Dapat 
Dibandingkan.
19
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 
pokok permasalahannya adalah : 
1. Apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah 
berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017  
pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas? 
                                                             
16
 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah”, http://www.djpk.depkeu.go.id, diakses 31 Mei 2018 pukul 10.19. 
17
 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah”, http://www.bpkp.go.id, diakses 31 Mei 2018 pukul 11.10. 
18
 Dewi Andini dan Yusrawati, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan 
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
(Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan), 
Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol 24 No 1 Universitas Islam Riau, 2015.  
19
 Abdul Hafiz Tanjung, Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintahan, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 11-12.  
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2. Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern 
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017  
pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas? 
3. Apakah secara simultan terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah 
terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor 
Kemenag Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berikut akan dijelaskan mengenai tujuan dalam penelitian ini 
antara lain : 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan 
keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten 
Banyumas. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem 
pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan 
periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian 
intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan periode 
2016-2017  pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian ini 
antara lain sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya dan 
pengetahuan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya 
serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 
13 
 
 
 
b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 
kebijakan, memberikan  wawasan serta wacana kepada pihak 
satuan kerja di jajaran kantor kemenag dalam mengembangkan 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem 
pengendalian intern pemerintah dalam rangka meningkatkan 
kualitas laporan keuangan. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II    LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai 
dasar dari analisis penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis. 
BAB III    METODE PENELITIAN 
Bab ini memuat deskripsi tentang variabel penelitian, cara penentuan 
sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang dipakai dalam 
penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian 
dan pembahasannya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, 
serta pembahasan atas hasil pengelolaan data 
BAB V PENUTUP 
Dalam bab ini memuat tentang uraian kesimpulan dan saran 
penelitian. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran 
Kantor Kemenag Kab. Banyumas. Hipotesis dalam pengujian ini dengan 
menggunakan persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis 
dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor 
Kemenag Kab. Banyumas secara parsial dengan nilai pengaruh yang 
positif dengan nilai koefisien regresi 0,344 dengan hasil tingkat 
signifikansi sebesar 0,011< dari nilai α = 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dengan pengaruh yang sangat kuat. 
2. Tidak ada pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag 
Kab. Banyumas secara parsial dengan nilai pengaruh yang negatif 
dengan nilai koefisien regresi -0,033 dengan hasil tingkat signifikansi 
sebesar 0,754> dari nilai α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 
diterima dan H2 ditolak. 
3. Ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 
dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas 
secara simultan dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 < 0,05 dan nilai F 
hitung 4,944 > F tabel 3,55, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H3 
diterima. 
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B. Saran 
Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil 
penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan 
mengenai beberapa hal diantaranya : 
1. Bagi Satuan Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan perlu 
meningkatkan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 
lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan 
sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan yang 
diharapkan. 
2. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 
bahan referensi untuk mengajar maupun penelitiannya dan untuk peneliti 
selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti 
variabel dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah. Misalnya, kompetensi sumber daya 
manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. 
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